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ABSTRAK 

Transportasi udara memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas manusia dan distribusi 

barang, namun juga mengandung risiko tinggi, khususnya kecelakaan pesawat yang menimbulkan 

kerugian jiwa dan material. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanggung jawab maskapai 

penerbangan menjadi aspek krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada penumpang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum serta penerapan dan efektivitas 

tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan pesawat berdasarkan Konvensi Montreal 

1999. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan 

tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Montreal 1999 menerapkan sistem tanggung 

jawab berlapis (two-tier liability system), yang menggabungkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict 

liability) dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Sistem ini memberikan 

kemudahan bagi penumpang dalam memperoleh kompensasi sekaligus menjaga keseimbangan 

dengan kepentingan maskapai. Dalam penerapannya di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah 

diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun demikian, 

efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur klaim yang 

kompleks, kurangnya transparansi, serta perbedaan interpretasi hukum. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab Maskapai, Kecelakaan Pesawat, Konvensi Montreal 1999, 

Perlindungan Penumpang, Hukum Penerbangan. 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peranan 

penting dalam menunjang mobilitas manusia dan distribusi barang secara cepat dan efisien. 

Dalam era globalisasi, kebutuhan terhadap jasa angkutan udara terus meningkat seiring 

dengan perkembangan ekonomi dan keterhubungan antarnegara. Namun demikian, di balik 

efisiensi tersebut, transportasi udara juga memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama 

terkait dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat yang dapat menimbulkan 

kerugian besar, baik berupa korban jiwa maupun kerugian material. 

Kecelakaan dalam transportasi udara merupakan salah satu bentuk risiko yang tidak 

dapat dihilangkan sepenuhnya, meskipun teknologi penerbangan terus berkembang secara 

signifikan. 1 Oleh karena itu, aspek tanggung jawab hukum maskapai penerbangan menjadi 

sangat penting untuk menjamin perlindungan terhadap penumpang sebagai konsumen jasa 

angkutan udara. Dalam konteks ini, hukum penerbangan internasional berperan sebagai 

instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang. 

Secara internasional, pengaturan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan 

diatur dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur secara komprehensif mengenai 

tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan udara internasional, termasuk kompensasi 
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atas kematian atau cedera penumpang.2 Konvensi ini menggantikan rezim sebelumnya, 

yaitu Konvensi Warsawa 1929, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih 

baik kepada penumpang. 

Konvensi Montreal 1999 memperkenalkan sistem tanggung jawab dua tingkat (two-

tier liability system), yaitu tanggung jawab mutlak sampai batas tertentu dan tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan untuk kerugian yang melebihi batas tersebut. Sistem ini 

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pengangkutan udara 

internasional, dari yang sebelumnya lebih melindungi maskapai penerbangan menjadi lebih 

berorientasi pada perlindungan penumpang.3 

Di Indonesia, ketentuan mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan juga telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur 

kewajiban pengangkut untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang atas kerugian yang 

timbul akibat kecelakaan pesawat.4 Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam 

peraturan pelaksana yang mengatur besaran ganti rugi dan mekanisme pertanggungjawaban 

maskapai. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait 

implementasi tanggung jawab maskapai penerbangan. Beberapa kasus kecelakaan pesawat 

menunjukkan bahwa proses pemberian kompensasi kepada korban seringkali menghadapi 

hambatan, baik dari segi administratif maupun perbedaan interpretasi hukum.5 Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas, pelaksanaannya belum 

sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. 

Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai harmonisasi antara ketentuan 

internasional dalam Konvensi Montreal 1999 dengan hukum nasional Indonesia. 

Ketidaksinkronan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan maskapai 

penerbangan internasional.6 Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam 

untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan dalam 

Konvensi Montreal 1999 serta bagaimana implementasinya dalam sistem hukum nasional. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-

norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 

maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini 

berfokus pada analisis terhadap tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan 

pesawat berdasarkan Konvensi Montreal 1999 sebagai landasan hukum utama. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 

and Beaumont, Air Law, LexisNexis, 2010. perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, khususnya Konvensi Montreal 1999 

serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sementara itu, 

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan 

dengan prinsip tanggung jawab maskapai penerbangan, seperti tanggung jawab mutlak 

(strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability), serta konsep 

perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan. 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
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undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan langsung dengan objek 

penelitian, khususnya Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. 

Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang 

memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi Hukum dan Prinsip Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam 

Kecelakaan Pesawat Menurut Konvensi Montreal 1999 

Dalam konteks hukum penerbangan internasional, tanggung jawab maskapai terhadap 

penumpang diatur secara komprehensif dalam Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini 

menjadi dasar utama dalam menentukan bagaimana maskapai harus bertanggung jawab 

ketika terjadi kecelakaan pesawat, khususnya yang mengakibatkan kematian atau luka pada 

penumpang.Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kematian atau 

luka badan penumpang yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam pesawat atau 

selama proses embarkasi dan debarkasi.7 Dari ketentuan ini terlihat bahwa selama peristiwa 

tersebut masih berkaitan dengan kegiatan pengangkutan udara, maka maskapai tidak dapat 

menghindari tanggung jawabnya. 

Salah satu hal penting dalam Konvensi Montreal 1999 adalah digunakannya sistem 

tanggung jawab berlapis (two-tier liability system). Pada tahap pertama, maskapai 

dikenakan tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga penumpang tidak perlu 

membuktikan adanya kesalahan. Pada tahap ini, maskapai tidak dapat membatasi atau 

mengecualikan tanggung jawabnya sampai batas tertentu yang telah ditentukan.8 Hal ini 

tentu mempermudah penumpang dalam mendapatkan kompensasi. Kemudian, untuk 

kerugian yang melebihi batas tersebut, berlaku tahap kedua. Maskapai tetap bertanggung 

jawab, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian 

atau kesalahan dari pihaknya.9 Artinya, beban pembuktian beralih ke maskapai, yang 

menunjukkan adanya perlindungan lebih bagi penumpang. Selain itu, Konvensi Montreal 

1999 juga mengatur batas tanggung jawab dalam bentuk kompensasi yang dihitung 

menggunakan Special Drawing Rights (SDR). Penggunaan SDR sebagai standar 

internasional bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai kompensasi dalam sistem keuangan 

global.10 Dengan adanya batas ini, terdapat keseimbangan antara kepentingan penumpang 

dan keberlangsungan industri penerbangan. 

Ruang lingkup tanggung jawab maskapai juga mencakup kerugian lain seperti 

kehilangan atau kerusakan bagasi. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian akibat 

kerusakan atau kehilangan bagasi dalam pengangkutan udara internasional.11 Hal ini 

menunjukkan bahwa tanggung jawab maskapai tidak hanya terbatas pada kecelakaan yang 

menyebabkan korban jiwa. 

Dari sisi tujuan, Konvensi Montreal 1999 juga berfungsi sebagai upaya unifikasi 

hukum internasional. Konvensi ini dirancang untuk menggantikan berbagai aturan 

sebelumnya agar tercipta keseragaman dalam hukum pengangkutan udara internasional.12 

Dengan adanya keseragaman ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih jelas dan terarah. 

Dalam praktiknya, sistem tanggung jawab ini juga berkaitan erat dengan perlindungan 

konsumen. Rezim tanggung jawab dalam Konvensi Montreal menunjukkan pergeseran dari 

perlindungan maskapai menuju perlindungan penumpang sebagai konsumen jasa 

penerbangan.13 Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa konvensi ini dianggap lebih 
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modern dibandingkan rezim sebelumnya. 

Di sisi lain, tetap ada batasan yang diberikan kepada maskapai sebagai bentuk 

perlindungan terhadap industri penerbangan. Batas tanggung jawab diperlukan untuk 

mencegah beban finansial yang berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas maskapai 

penerbangan.14 Dengan demikian, hukum tidak hanya berpihak pada penumpang, tetapi 

juga menjaga keseimbangan kepentingan. Beberapa ahli juga menilai bahwa sistem dalam 

Konvensi Montreal 1999 memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Kepastian hukum 

dalam kompensasi menjadi salah satu keunggulan utama dibandingkan rezim 

sebelumnya.15 Hal ini penting karena menyangkut hak penumpang yang harus dipenuhi 

secara jelas. 

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa konstruksi hukum dalam Konvensi Montreal 

1999 tidak hanya mengatur tanggung jawab maskapai secara formal, tetapi juga 

mencerminkan perkembangan hukum internasional yang lebih progresif. Sistem tanggung 

jawab yang diterapkan menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan konsumen.16 Oleh karena itu, konvensi ini menjadi landasan penting dalam 

menentukan tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan pesawat. 

B. Penerapan dan Efektivitas Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam 

Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Konvensi Montreal 1999 dalam Memberikan 

Perlindungan Hukum bagi Penumpang 

Dalam praktiknya, penerapan tanggung jawab maskapai penerbangan berdasarkan 

Konvensi Montreal 1999 tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada 

bagaimana aturan tersebut dijalankan secara nyata. Secara normatif, konvensi ini sudah 

memberikan dasar yang cukup kuat dalam melindungi penumpang, terutama dalam hal 

pemberian kompensasi akibat kecelakaan pesawat. 

Konvensi Montreal 1999 menetapkan kewajiban maskapai untuk memberikan 

kompensasi secara cepat kepada korban kecelakaan tanpa harus menunggu putusan 

pengadilan.17 Hal ini menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab yang digunakan memang 

dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi penumpang. 

Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Maskapai penerbangan wajib memberikan ganti rugi 

kepada penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan dalam kegiatan 

pengangkutan udara.18 Dengan adanya pengaturan ini, secara hukum Indonesia telah 

mengadopsi prinsip-prinsip internasional ke dalam sistem nasional. Namun, dalam 

praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan 

tanggung jawab tersebut. Salah satunya adalah masalah prosedur klaim yang cukup 

kompleks. Proses klaim kompensasi seringkali melibatkan prosedur administratif yang 

panjang dan membutuhkan dokumen yangtidak sedikit.19 Hal ini membuat proses 

pemenuhan hak penumpang menjadi tidak selalu berjalan cepat. 

Selain itu, faktor transparansi juga menjadi perhatian. Kurangnya transparansi dalam 

proses penyelesaian klaim dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak penumpang.20 

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari adanya aturan, tetapi 

juga dari cara pelaksanaannya. 

Dari sisi hukum, meskipun sistem tanggung jawab mutlak memberikan kemudahan, 

tetap terdapat batasan tertentu. Untuk klaim yang melebihi batas tanggung jawab, 

penumpang tetap harus melalui proses pembuktian yang tidak sederhana.21 Hal ini bisa 

menjadi kendala tersendiri, terutama bagi korban yang tidak memiliki akses atau 

pengetahuan hukum yang cukup. Di sisi lain, maskapai penerbangan juga memiliki 
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kepentingan untuk menjaga stabilitas operasionalnya. Batas tanggung jawab dalam 

Konvensi Montreal bertujuan untuk mencegah beban finansial yang tidak proporsional bagi 

maskapai.22 Dengan kata lain, sistem ini berusaha menjaga keseimbangan antara 

perlindungan penumpang dan keberlangsungan industri.Peran pemerintah juga menjadi 

faktor penting dalam memastikan efektivitas aturan ini. Pengawasan yang efektif dari 

pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa maskapai memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan hukum.23 Tanpa pengawasan yang kuat, aturan yang ada berpotensi tidak 

berjalan secara optimal.Dalam konteks internasional, penerapan Konvensi Montreal juga 

menghadapi tantangan dari perbedaan sistem hukum di setiap negara. Perbedaan interpretasi 

dan implementasi antarnegara dapat mempengaruhi konsistensi perlindungan hukum bagi 

penumpang.24 Hal ini menjadi penting karena penerbangan internasional melibatkan lebih 

dari satu yurisdiksi. Aspek keadilan juga sering menjadi perdebatan. Besaran kompensasi 

yang dibatasi dalam sistem internasional seringkali dianggap belum sepenuhnya 

mencerminkan kerugian yang dialami korban.25 Ini menunjukkan bahwa meskipun ada 

kepastian hukum, belum tentu semua pihak merasa keadilan telah terpenuhi. 

Secara keseluruhan, efektivitas tanggung jawab maskapai penerbangan tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan Konvensi Montreal 1999, tetapi juga oleh implementasi di 

lapangan. Keberhasilan suatu aturan hukum sangat bergantung pada pelaksanaan dan 

penegakannya dalam praktik.26 Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan efektivitas penerapan tanggung jawab maskapai demi memberikan 

perlindungan hukum yang optimal bagi penumpang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

konstruksi hukum tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan pesawat 

menurut Konvensi Montreal 1999 menggunakan sistem tanggung jawab berlapis (two-tier 

liability system), yang menggabungkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability). Pada tahap awal, maskapai 

bertanggung jawab secara langsung tanpa perlu pembuktian kesalahan hingga batas tertentu, 

sedangkan untuk kerugian di atas batas tersebut, maskapai tetap bertanggung jawab kecuali 

dapat membuktikan tidak adanya unsur kelalaian. Sistem ini menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma hukum yang lebih menekankan pada perlindungan penumpang 

sebagai pihak yang dirugikan, sekaligus tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan 

maskapai penerbangan. 

Selanjutnya, dalam hal penerapan dan efektivitasnya, tanggung jawab maskapai 

penerbangan berdasarkan Konvensi Montreal 1999 pada dasarnya telah memiliki landasan 

hukum yang kuat dan juga telah diadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih 

terdapat berbagai kendala, seperti proses klaim yang cukup kompleks, kurangnya 

transparansi, serta rendahnya pemahaman penumpang terhadap hak-haknya. Selain itu, 

perbedaan implementasi di berbagai negara dan keterbatasan dalam pembuktian untuk klaim 

di atas batas tanggung jawab juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang 

diberikan. 

Dengan demikian, meskipun secara normatif pengaturan tanggung jawab maskapai 

penerbangan telah cukup komprehensif, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan 

hukum yang optimal bagi penumpang masih memerlukan peningkatan, terutama dalam 

aspek pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum agar tujuan dari pengaturan tersebut 
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benar-benar dapat tercapai. 
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